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Kontras Sebut Virtual Police Jadi 
Alat Represi Baru di Dunia Digital
Virtual police merupakan gagasan Ka-
polri Listyo atas respons arahan Presi-
den Jokowi  agar  polisi hati-hati terap-
kan UU ITE. Namun Virtual Police dinilai 
jadi alat represi baru di dunia digital.

yang dilayangkan virtual police 
kebanyakan menyasar peng-
guna media sosial yang aktif  
mengkritik pemerintah. 

“Kapolri justru merealisa-
sikan virtual police menjadi alat 
represi baru di dunia digital,” 
kata Rivanlee, dalam keterang-
an tertulis, Kamis (6/5).

Menurut Rivanlee, penin-
dakan seharusnya dilakukan 
kepada pelaku kriminal di me-
dia sosial. Misalnya, penipuan 
online, penyebaran konten 
pornografi, pelecehan sek-
sual secara daring, dan pelaku 
rasisme. 

JAKARTA (IM) - Komisi 
untuk Orang Hilang dan Kor-
ban Tindak Kekerasan (Kon-
tras) menilai, virtual police (polisi 
virtual) yang digagas Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
menjadi alat represi baru di 

dunia digital. 
Wakil Koordinator Kon-

tras Rivanlee Anandar me-
ngatakan, operasi  vir tual 
police cenderung menindak 
dan meng atur ekspresi warga 
negara. Selain itu, teguran 

“Tapi kami tak melihat hal 
tersebut,” ujarnya. 

Virtual police merupakan 
gagasan Sigit sebagai respons 
atas arahan Presiden Joko 
Widodo agar  polisi hati-hati 
menerapkan Undang-Undang 
tentang Informasi dan Trans-
aksi Elektronik (ITE).

Virtual police mulai berop-
erasi pada pertengahan Febru-
ari 2021. 

Tugas virtual police merujuk 
pada Surat Edaran (SE) Kapol-
ri bernomor SE/2/11/2021 
Tentang Kesadaran Budaya 
Beretika Untuk Mewujudkan 

Ruang Digital Indonesia yang 
Bersih, Sehat dan Produktif. 

Kerja virtual police yaitu 
memantau aktivitas di media 
sosial dan akan melaporkan 
ke atasan jika menemukan 
unggahan konten yang ber-
potensi melanggar UU ITE. 
Selanjutnya, unggahan konten 
yang diserahkan oleh petugas 
akan dimintakan pendapat ke 
para ahli, seperti ahli pidana, 
ahli bahasa, dan ahli ITE. 

Jika ada potensi tindak 
pidana, unggahan konten itu 
akan diserahkan ke Direktur 
Tindak Pidana Siber atau pe-
jabat yang ditunjuk. Setelah 
pejabat setuju, virtual police 
akan mengirimkan peringatan 
kepada pemilik akun.  han
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RAPAT PARIPURNA DPR
Ketua DPR Puan Maharani (kedua 
kiri) didampingi para Wakil Ketua 
Rachmat Gobel (kiri), Sufmi Dasco 
(bawah kedua kanan) dan Mu-
haimin Iskandar (bawah kanan) 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
dalam Rapat Paripurna DPR di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Ja-
karta, Kamis (6/5). Rapat Paripurna 
tersebut beragendakan pidato Ke-
tua DPR dalam rangka Pembukaan 
Masa Persidangan V Tahun Sidang 
2020-2021 dan pelantikan anggota 
pengganti antar waktu DPR.

JAKARTA (IM)  - Ang-
gota Komisi III DPR Didik 
Mukrianto meminta pemerin-
tah mencari jalan keluar terkait 
i 75 orang pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang dinyatakan ti-
dak memenuhi syarat (TMS) 
berdasarkan tes wawasan ke-
bangsaan (TWK) agar tidak 
diberhentikan. 

“Konsekuensi alih status 
pegawai KPK khususnya yang 
berpotensi tidak lolos dan 
tidak memenuhi syarat teknis 
menjadi ASN dan ternyata 
masih sangat dihutuhkan, 
serta yang bersangkutan ma-
sih ingin mengabdi di KPK, 
ada baiknya dikoordinasikan 
dengan Presiden atau kemen-
terian terkait untuk mencari 
jalan keluarnya,” kata Didik, 
Kamis (6/5).

 Menurut Didik, hal itu 
mesti dilakukan guna memas-
tikan pemberantasan korupsi 
yang dilakukan KPK tetap 
berjalan optimal. Politikus 
Partai Demokrat itu mencon-
tohkan, pemerintah mengang-
kat guru yang tidak memenuhi 
syarat ikut tes CPNS dapat 
mengikuti seleksi Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK). 

“Mungkin ada kebijakan 
dan jalan keluar yang lain yang 
lebih baik, harusnya segera 
dipikirkan untuk memastikan 
support terhadap pemberan-
tasan korupsi di KPK tetap 
optimal dan maksimal,” ka-
tanya.

Didik berpendapat, tes 

wawasan kebangsaan memang 
perlu diikuti oleh segenap 
pegawai KPK sebagai salah 
satu syarat alih status pega-
wai menjadi ASN. Namun, 
ia menekankan, pelaksanaan 
tes harus dilakukan secara 
transparan, profesional, dan 
akuntabel agar tidak memun-
culkan kehkawatiran bahwa 
tes tersebut bertujuan meny-
ingkirkan orang-orang ter-
tentu di KPK. 

“Selama itu dilaksanakan 
sepenuhnya secara terukur 
dan terbuka maka alih status 
pegawai KPK tersebut bisa 
memenuhi asas good gover-
nance seperti yang kita harap-
kan bersama,” kata Didik. 

Diberitakan sebelum-
nya, sebanyak 75 orang 
pegawai KPK dinyatakan 
tidak memenuhi syarat setelah 
mengikuti tes wawasan ke-
bangsaan. Tes wawasan ke-
bangsaan itu diikuti oleh 1.351 
pegawai KPK sebagai bagian 
dari alih status kepegawaian 
menjadi ASN. 

Sekretaris Jenderal KPK 
Cahya Harefa mengatakan, 
75 orang itu belum diber-
hentikan karena KPK akan 
menunggu penjelasan dan 
tindak lanjut mengenai hasil 
tes dari Kementerian PAN 
dan RB serta BKN. “Selama 
belum ada penjelasan lebih 
lanjut dari Kemenpan RB dan 
BKN RI, KPK tidak akan 
memberhentikan 75 pegawai 
yang dinyatakan TMS,” kata 
Cahya dalam konferensi pers, 
Rabu (5/5).  han

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar 
soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

JAKARTA (IM) – Pan-
glima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto hadir dalan rapat 
kerja dengan Komisi I DPR 
RI didampingi Kepala Staf  
Angkatan Laut (KSAL) Laksa-
mana TNI Yudo Margono, dan 
jajaran petinggi TNI. 

Hadi mengatakan, rapat 
kerja penting untuk menyam-
paikan berbagai persoalan yang 
dihadapi TNI.

“Akan bahas tiga agenda, 
pertama soal KRI Nanggala, 
kedua kondisi terkini alutsista 
TNI AL, dan rencana mod-
ernisasi alutsista TNI khusus-
nya kapal selam,” ujar Hadi di 
ruang rapat Komisi I Gedung 
DPR RI, Jakarta, Kamis (6/5).

Hadi mengatakan, teng-
gelamnya KRI Naggala 402 di 
perairan Utara Bali merupakan 
kehilangan bagi bangsa Indo-
nesia. Negara bukan hanya 
kehilangan alutsista berupa 
kapal selam, tapi kehilangan 53 
prajurit terbaiknya. Karena itu, 
pemerintah telah memberikan 
penghargaan dan hak-hak yang 
layak kepada keluarga awak 
kapal.

“Inisiden ini jadi pelajaran 
berharga bagi kita semua bahwa 
tugas TNI mengandung resiko 
tinggi, di samping hadapi mu-
suh juga harus hadapi kondisi 
alam yang bukan jadi ruang 
hidupnya sebagaimanya yang 
dialami awak kapal selam,” 
ungkapnya.

“Saat ini jadi waktu yang 
tepat untuk evaluasi tentang 
kondisi alutsista TNI khususnya 
kapal selam yang dimiliki AL. 
Dan langkah yang akan dilaku-
kan untik lanjutkan modernisasi 
kapal selam,” kata Hadi.

Lebih lanjut Hadi men-
gatakan, rapat kerja ini kesem-
patan yang baik untuk menjelas-
kan insiden tenggelamnya KRI 
Nanggala 402, kondisi Alutsista 
dan rencana modernisasi alat 
pertahanan TNI. “Tenggelam-
nya Nanggala saat latihan di 
Bali, saat itu dijadwalkan KRI 
Nanggala 402 akan lakukan 
penembakan torpedo. Latihan 
itu bagian dari pembinaan 
kesiapan operasi prajurit dan 
satuan. Sehingga, tepat kiranya 
jika KSAL yang beri penjelasan 
detail,” tandasnya.***

Panglima TNI: Saat Ini 
Waktunya untuk
Evaluasi Kondisi
Alutsista TNI
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PENYEKATAN LARANGAN MUDIK
DIPERBATASAN PROVINSI

Petugas gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP dan 
Dishub memeriksa kendaraan yang dicurigai 
akan pergi mudik di Pos Penyekatan larangan 
mudik perbatasan Provinsi Banten dengan DKI 
Jakarta di Pasar Jumat, Jakarta, Kamis (6/5). 
Pemerintah resmi memberlakukan larangan 
mudik Idul Fitri 1422 H dari tanggal 6 hinggga 
17 Mei 2021, yang berlaku diseluruh Indonesia.
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kami tetapi pegawai-pegawai 
bandara termasuk TNI-Polri 
itu sangat antusias menyambut 
Habib,” kata Slamet di Penga-
dilan Negeri Jakarta Timur.

Dikatakan Slamet, lantu-
nan shalawat iku menggema 
saat Habib Rizieq Shihab ber-
jalan ke luar Bandara. Lantu-
nan shalawat itu, lanjut dia, 
pertama kali dikumandangkan 
oleh petugas Bandara dan per-
sonel TNI baru diikuti massa 
yang datang.

JAKARTA(IM) - Ketua 
Umum Persaudaraan Alumni 
212 Slamet Maarif  mengatakan 
tak ada penyambutan untuk 
Habib Rizieq Shihab saat tiba 
di Bandara Soekarno Hatta 
pada 10 November 2020 lalu.

Hal ini dikatakan Maarif  
dalam kesaksiannya dalam 
sidang lanjutan kasus kerumu-
nan warga dengan terdakwa 
Habib Rizieq Shihab (HRS) 
di Pengadilan Negeri Jakarta 
Timur, Kamis (6/5/).

Slamet menegaskan, pi-
hak FPI saat itu tidak pernah 
membentuk kepanitiaan dalam 
kepulangan HRS. Menurut-
nya, kepadatan yang terjadi di 
Bandara disebabkan karena 
massa yang antusias melihat 
HRS dari dekat. “Saya lihat 
ketika habib sampai di Bandara 
memang di dalam Bandara 
sendiri Subhanallah Allahu 
Akbar saya sampai tidak bisa 
jalan karena haru karena saya 
lihat di Bandara itu tidak cuma 

Slamet Maarif: FPI Tidak Pernah Bentuk Panitia Penjemputan HRS
“Yang memulai takbir du-

luan itu pegawai bandara. 
Bukan kami, termasuk salah 
satu anggota TNI yang ber-
shalawat,” ujarnya.

Setelah itu, sambung dia, 
Habib Rizieq Shihab dapat ke-
luar dari Bandara berkat bantuan 
TNI-Polri yang bertugas. “Di 
luar Bandara begitu luar biasa 
sampai kemudian saya keluar 
duluan kemudian saya bilang 
agar dikasih jaga jarak biar habib 
bisa leluasa,” katanya.  mei

SIDANG LANJUTAN HABIB RIZIEQ


